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ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umurn Nomor 1 1 Tahun 2015 ten tang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakul Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Pernghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kampar Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Urnurn Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,



CATATAN :

Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil walikota Tahun '20 17;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720)

Dalam Keputusan KPU Nomor : 13/kpts/KPU-KPR-004.435228/11/2017 diatur
tentang :

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAMPAR TAHUN 2017. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



